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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 

Peneliti, dengan ini Peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pertanggung jawaban hukum perusahaan atas kecelakaan kerja terhadap 

pekerja yang belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan yaitu merujuk pada 

Pasal 1367 KUHPerdata yang pada intinya menyatakan bahwa subyek 

hukum bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh subyek 

hukum lain yang berada dibawah tanggung jawabnya. Dalam menjalankan 

pekerjaan, pekerja mendapat perlindungan atas keselamatan kerja 

sebagaimana diatur dalam Pasal 86 UU Ketenagakerjaan yang pada intinya 

menyatakan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh 

perlindungan atas keselamatan kerja. Dalam perspektif hukum keperdataan 

CV Lilin Terang telah memenuhi tanggungjawabnya dengan memberikan 

hak-hak kepada ahli waris senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta 

Rupiah). Terlepas dari hal tersebut ahli waris telah menerima hak-hak 

tersebut dari perusahaan dan telah tertuang dalam kesepakatan bersama 

penyelesaian permasalahan secara damai atau kekeluargaan yang sah secara 

hukum berdasarkan asas konsensualisme dalam hukum perdata. 

Implementasi dari tanggung jawab perusahaan terhadap pekerjanya yaitu 

perusahaan wajib untuk mendaftarkan pekerja pada program BPJS 

Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU BPJS. Namun 
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demikian, tindakan tersebut tidak menghapus kewajiban normatif 

perusahaan untuk mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan sejak hari pertama bekerja, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Oleh karena 

itu, tanggung jawab hukum perusahaan tetap melekat, baik secara normatif, 

administratif, maupun moral. 

2. Implikasi hukum terhadap perusahaan apabila belum mendaftar BPJS 

Ketenagakerjaan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yaitu 

sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU BPJS yang pada intinya menyatakan 

bahwa perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa 

teguran, denda maupun tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Selain 

itu, perusahaan wajib menanggung seluruh biaya pengobatan, perawatan, 

dan santunan kecelakaan kerja secara penuh, karena tidak adanya 

perlindungan dari BPJS yang secara hukum mengandung prinsip “strict 

liability”, sanksi administratif serta sanksi pidana sebagaimana tersebut 

diatas, pekerja yang tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki 

hak gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Di sisi lain, 

ketidakterpenuhinya klausul BPJS dalam perjanjian kerja dapat 

menimbulkan evaluasi dan koreksi dari Dinas Ketenagakerjaan, serta 

merugikan citra dan reputasi perusahaan di hadapan publik maupun serikat 

pekerja. Secara normatif dan etis, tindakan tersebut juga merupakan 

pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial menurut teori John Rawls, 

karena telah mengabaikan hak-hak dasar kelompok pekerja yang paling 
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rentan, sehingga perusahaan tidak hanya melanggar hukum positif tetapi 

juga tanggung jawab moral dalam struktur keadilan ketenagakerjaan. Selain 

itu, ketidakterpenuhinya klausul mengenai jaminan sosial dalam perjanjian 

kerja dapat menjadi bahan evaluasi oleh Dinas Ketenagakerjaan, serta dapat 

mempengaruhi reputasi perusahaan di mata publik dan serikat pekerja. 

Dalam kerangka hukum perburuhan dan etika sosial, tindakan tidak 

mendaftarkan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan juga bertentangan 

dengan asas keadilan dan perlindungan, serta merupakan pelanggaran 

terhadap prinsip keadilan sosial menurut teori John Rawls, karena 

mengabaikan hak dasar kelompok pekerja yang paling rentan. 

3. Bentuk pertanggung jawaban dan implikasi hukum terhadap perusahaan 

yang tidak mendaftarkan pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan 

pekerja tersebut mengalami kecelakaan kerja yaitu perusahaan secara pro 

aktif melakukan upaya-upaya penyelesaian permasalahan tersebut secara 

kekeluargaan atau konsolidasi dengan ahli waris dari pekerja yang menjadi 

korban kecelakaan kerja. Kemudian disepakati bahwa perusahaan dan ahli 

waris tersebut menyelesaikan permasalahan tersebut secara dibawah tangan 

dengan ketentuan bahwa perusahaan memberikan santunan kepada para ahli 

waris yang bersifat akumulatif. Penyelesaian secara damai ini harus dilihat 

sebagai bentuk tanggung jawab moral perusahaan, namun tetap harus diikuti 

dengan langkah-langkah perbaikan struktural, seperti melakukan 

pembaruan perjanjian kerja tertulis dan mendaftarkan seluruh pekerja aktif 

ke  dalam  program  BPJS  Ketenagakerjaan.  Hal  ini  penting  untuk 
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memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan perlindungan hukum yang 

layak di masa mendatang, serta untuk mencegah terulangnya kembali 

pelanggaran norma ketenagakerjaan serupa. 

B. Saran 

 

Berdasarkan uraian sebagaimana tertuang dalam pembahasan pada 

penelitian tesis ini, dengan ini Peneliti dapat menyampaikan saran sebagai 

berikut : 

1. Penguatan Fungsi Edukasi dan Sosialisasi oleh Disnakertrans dan 

BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul 

Diperlukan upaya sistematis dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Kabupaten Bantul bersama BPJS Ketenagakerjaan 

Kabupaten Bantul untuk meningkatkan intensitas dan kualitas edukasi 

hukum kepada seluruh pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bantul. Edukasi 

ini tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga harus 

menekankan konsekuensi hukum, termasuk sanksi administratif, perdata, 

dan pidana, atas kelalaian dalam mendaftarkan pekerja ke dalam program 

jaminan sosial. Bentuk edukasi harus terstruktur, berkelanjutan, dan 

berbasis pendekatan hukum praktis yang mudah dipahami oleh pelaku usaha 

dari berbagai sektor industry. 

2. Penerapan Strategi Pencegahan dan Pengawasan yang Lebih Masif dan 

Terukur 

Disnakertrans Kabupaten Bantul bersama BPJS Ketenagakerjaan perlu 

melakukan  pemetaan  sektoral  dan  geografis  terhadap  perusahaan- 
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perusahaan yang berpotensi melanggar kewajiban jaminan sosial 

ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilakukan melalui audit kepatuhan, inspeksi 

lapangan, dan pelaporan digital berbasis data terpadu. Selain itu, perlu 

dibentuk tim monitoring terpadu yang secara rutin melakukan kunjungan ke 

lapangan, serta menyusun database pelanggaran untuk menilai rekam jejak 

kepatuhan setiap perusahaan. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa 

sanksi tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif dan berskala luas. 

3. Penguatan Sinergi dan Koordinasi dengan Serikat Pekerja dan 

Lembaga Pengawasan 

Disnakertrans dan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul seharusnya 

menjalin kemitraan yang lebih erat dengan serikat pekerja, organisasi buruh, 

dan Lembaga Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi, guna 

menciptakan sistem pengawasan partisipatif dan akuntabel. Serikat pekerja 

dapat diberdayakan sebagai agen pengaduan (whistleblower) apabila 

ditemukan pelanggaran hak pekerja di lapangan. Koordinasi lintas lembaga 

ini juga perlu diperkuat dengan mekanisme pelaporan terpadu, sistem early 

warning terhadap pelanggaran, dan rekomendasi sanksi administratif 

maupun pencabutan izin usaha terhadap perusahaan yang terbukti 

melakukan pelanggaran berulang. 

4. Dorongan Legislasi dan Penegakan Sanksi yang Tegas dan Konsisten 

Pemerintah daerah perlu mendorong adanya peraturan turunan di tingkat 

kabupaten yang dapat memberikan sanksi administratif secara langsung 

tanpa harus selalu menunggu tindakan dari tingkat provinsi. Selain itu, 
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penting bagi aparat pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi untuk 

lebih aktif dan responsif terhadap laporan pelanggaran, serta tidak ragu 

memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, agar tercipta efek jera yang nyata. 

5. Reformasi Internal dalam Perusahaan 

 

Kepada seluruh perusahaan, termasuk CV Lilin Terang dan perusahaan 

serupa, disarankan untuk melakukan reformasi internal manajemen 

ketenagakerjaan, dengan cara: 

a) Menyusun perjanjian kerja tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU 

Ketenagakerjaan. 

b) Menyegerakan pendaftaran seluruh pekerja tetap maupun kontrak dalam 

program BPJS Ketenagakerjaan. 

c) Menyusun kebijakan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sebagai 

bagian dari budaya kerja perusahaan. 

d) Membentuk unit internal yang menangani pemenuhan hak-hak pekerja 

secara berkala. 
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